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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Lasusua  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan sebagai  berikut dalam perkara Cerai  Gugat

antara:

PENGGUGAT,  umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  tempat  kediaman di  xxxx  xxxxx

xxx,  Kecamatan  xxxxxxx,  Kabupaten  Kolaka  Utara,

xxxxxxxx  xxxxxxxx,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

khusus  kepada  Ferry  Ashari,  S.H.  dan  Aswar,  S.H,

berkantor di xxxxx x Desa Polewali, Kecamatan Ulukalo,

Kabupaten  Kolaka  berdasarkan  surat  Kuasa  Khusus

tanggal  08  Desember  2021  yang  telah  didaftar  dalam

Register  Kuasa  Nomor  4/I/K/2022/PA.Lss  tanggal  08

Desember  2021  dengan  alamat  elektronik

ferryashari23@gmail.com ,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

xxxxxx, tempat kediaman di  xxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx

xxx,  xxxxxxx,  Kabupaten  Kolaka  Utara,  xxxxxxxx

xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa alat-alat  bukti

dipersidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari

2022 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Lasusua pada

tanggal  14  Januari  2022  dengan  register  perkara  Nomor

29/Pdt.G/2022/PA.Lss tanggal tanggal, dalil-dalil sebagai berikut:;

1. Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  14  Oktober  2009  telah

dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilaksanakan  menurut  Hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran

Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana

tercatat  dalam  Akta  Nikah  Nomor  : 106/12/X/2009 tertanggal  21

Oktober 2009; 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh

Allah SWT; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

kediaman  bersama  di  Desa  Puncak  Monapa,  Kec.  Lasusua,  xxxx

xxxxxx xxxxx.

4. Bahwa selama masa perkawinan,  Penggugat  dan Tergugat  telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3

(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- MELYA  RANI  Perempuan,  Lahir  di  Kolaka  Utara  pada

Tangga, 11-04-2012;  

- HASTIN  SAFITRI  Pempuan,  Lahir  di  Kolaka  Utara

pada Tangga, 13-08-2014;  

- MIRNAWATI Perempuan, Lahir di Kolaka Utara pada

Tanggal, 01-06-2016. 

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah

tangga  dengan  Tergugat  hanya  berlangsung  sampai  di  tahun  ke-3

(tiga). Karena Penggugat sering bersikap kasar bahkan melakukakan

penganiayaan  terhadap  diri  Penggugat.  Namun  Penggugat  tetap
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bertahan.  Ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

mulai  goyah  Kembali  setelah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali secara terus menerus

dan puncaknya pada Bulan Juni Tahun 2021 sampai dengan saat ini,

yang penyebabnya antara lain; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;  

- Bahwa  Tergugat  tidak  bisa  memberi  Nafkah  secara  layak

kepada Penggugat. 

- Bahwa  Tergugat  suka  berkata  kasar  dan  ringan  tangan

terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-

persoalan kecil. 

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan tergugat kurang

lebih 6 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

sebagaimana mestinya,  karena sejak saat  itu  Tergugat  tidak lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami Terhadap Penggugat. 

6. Bahwa  Penggugat  pada  Tahun  2020  melakukan  upaya

musyawarah  dengan  Tergugat,  dan  saat  itu  Tergugat  berjanji  akan

merubah sikapnya dan tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap

Penggugat,  namun  hal  itu  tidak  berhasil.  Tergugat  tetap  bersikap

Kasar  dan  sering  melakukan  penganiayaan  kepada  Penggugat

bahkan  di  hadapan  Anak-anak  Penggugat,  Tergugat  melakukan

Penganiayaan Terhadap Penggugat.

7. Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan Tergugat  terjadi  pada pada Bulan Juni  tahun 2021

dimana  Tergugat  melakukan  penganiayaan  Kepada  Penggugat

dengan cara Mencekik dan memukul Penggugat yang menyebabkan

Penggugat  merasa  trauma  dan  tidak  bisa  lagi  bertahan  sehingga

Penggugat  meninggalkan Tergugat  dan tinggal  di  rumah Saudara /

Kakak  Penggugat  di  Desa  Sawangoaha,  Kecamatan.  xxxxxxx,

Kabupaten.  Kolaka  Utara.  Sehingga  sejak  saat  itu  Penggugat  dan
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Tergugat  sudah tidak  pernah lagi  menjalin  hubungan sebagaimana

layaknya suami istri; 

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana  yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa

rahmah  sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan,

sehingga lebih baik diputus karena perceraian; 

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  permohonan

Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

atas  dasar  pertengkaran  dan  Penganiayaan  yang  terjadi

terusmenerus  dan  tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam  suatu  ikatan

perkawinan,  telah  memenuhi  unsur  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  dan  (h)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan

gugatan cerai ini dikabulkan; 

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Lasusua  cq.  Majelis

Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berkenan  memutuskan  sebagai

berikut: 

PRIMER :

1.   Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2.  Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Diyah

binti  Wahyu  dan  Sumardi  Bin  Deppa  Tangge  yang

dilangsungkan secara agama Islam. Pada tanggal 14 Oktober

2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, xxxx

xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor :

106/12/X/2009 tertanggal 21 Oktober 2009, Sah Putus karena

Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;  

3.   Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;  

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 
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Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat

datang  menghadap  didampingi  oleh  Kuasa  hukumnya,  dan  Tergugat

datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah  berusaha mendamaikan Penggugat

dengan  Tergugat,  dan  telah  berupaya  agar  kedua  belah  pihak  dapat

berdamai  atau  rukun dalam membina rumah tangga,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa  oleh  karena  upaya  damai  melalui  Majelis  Hakim  tidak

berhasil maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa  Ketua  Majelis  berdasarkan  persetujuan  Penggugat  dan

Tergugat telah menunjuk Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI, Hakim Pengadilan

Agama  Lasusua  sebagai  mediator  berdasarkan  Penetapan  Nomor

29/Pdt.G/20221/PA.Lss tanggal 20 Januari 2022, dan berdasarkan laporan

mediator, ternyata mediasi tidak berhasil, karena antara kedua belah pihak

tidak tercapai kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi

menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  lagi  setelah

proses mediasi maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a) Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

(KUA)  Kecamatan  xxxxxxx,  Nomor  106/12/X/2009  Tanggal  21

Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b) Fotokopi  Kutipan  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama

Penggugat  NIK  7408014305940002,  bukti  surat  tersebut  telah
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diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.2;

c) Fotokopi  Kartu  Keluarga  Penggugat  atas  nama  Sumardi

sebagai  kepala  keluarga  Nomor  7408050110180003  yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten  Kolaka  Utara  tanggal  1  Oktober  2018  bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis

Hakim diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  Hariyanti  binti  Soiman,  umur  41  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di

KABUPATEN  KOLAKA  UTARA;,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah tante Penggugat; 

 Bahwa saksi  tahu  antara  Penggugat  dan Tergugat  adalah

suami isteri; 

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  Desa  Puncak

Monapa, Kecamatan Lasusua, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  3  orang

anak,; 

 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi ; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; 

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar di rumah saudara Penggugat di Jabal Nur; 
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 Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun

2020; 

 Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan

serta masalah nafkah yang kurang layak;

 Bahwa  saksi  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

hanya 1 kali; 

 Bahwa  sebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  adalah

karena Tergugat suka berkata kasar dan menganiaya baik kepada

Penggugat dan anaknya;

 Bahwa  menurut  Penggugat,  Tergugat  sering  melakukan

kekerasan  terhadap  Penggugat  dengan  memukul  dan  mencekik

leher  Penggugat  namun  saksi  tidak  melihat  langsung  kejadian

tersebut saksi  hanya pernah melihat  Tergugat  memukul  anaknya

sebagai pelampiasan kemarahannya kepada Penggugat; 

 Bahwa saksi  tidak sempat melihat  bekas pukulan dibadan

Penggugat  karena  sudah  sembuh  disaat  saksi  bertemu  dengan

Penggugat; 

 Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat

dan Tergugat agak jauh; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang; 

 Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal

sudah kurang lebih 6 (enam) bulan; 

 Bahwa saat ini  Penggugat tinggal  bersama Saudaranya di

xxxx xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara dan

Tergugat tetap tinggal di rumah bersamat;

 Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi; 
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 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak mempedulikan Penggugat lagi; 

 Bahwa  saksi  bersama  keluarga  telah  menasihati  dan

diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat

tidak mau rukun lagi; 

Saksi 2  SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan xxx  xxxxx xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  xxxxx  x,  xxxx

xxxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxxxx,  di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah kakak kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi  tahu  antara  Penggugat  dan Tergugat  adalah

suami isteri; 

 Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  kemudian  pindah  dan

menetap  di  kediaman  bersama  di  Desa  Puncak  Monapa,

Kecamatan Lasusua, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  3

orang anak,; 

 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi ; 

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; 

 Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar saat mereka masih tinggal di rumah saksi di Jabal Nur; 

 Bahwa seingat saksi mereka bertengkar sekitar tahun 2020; 

 Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

karena masalah anak, nafkah yang kurang dan perlakuan Tergugat

yang kasar terhadap Penggugat; 
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 Bahwa  saksi  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar sebanyak tiga kali; 

 Bahwa  sebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  adalah  karena

Tergugat  suka  berkata  kasar  dan  menganiaya  baik  kepada

Penggugat dan anaknya.

 Bahwa  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  terhadap

Penggugat tetapi hanya dua kali saksi melihat langsung Tergugat

memukul  dan mencekik  leher  Penggugat  dan tidak segan-segan

Tergugat  memukul  anaknya sebagai  pelampiasan  kemarahannya

kepada Penggugat; 

 Bahwa ada bekas pekulan dan cekik dibadan Penggugat; 

 Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat

dan Tergugat tidak jauh; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang; 

 Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Penggugat  karena  Tergugat  yang  mengembalikan  Penggugat

kepada saksi; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat

tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan ; 

 Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  saksi  di  xxxx

xxxxx  xxx,  Kecamatan  xxxxxxx,  Kabupaten  Kolaka  Utara  dan

Tergugat tetap tinggal di rumah bersama; 

 Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi; 

 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah

tidak mempedulikan Penggugat lagi; 

 Bahwa  saksi  bersama  keluarga  sudah  tiga  kali

mengupayakan  Penggugat  dan  Tergugat  kembali  rukun,  namun

tidak ada tanggapan yang baik dari pihak Tergugat ; 
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Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat

menyatakan  menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak

dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan

mengajukan apapun lagi  dan Penggugat  telah memberikan kesimpulan

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  ditunjuk segala

sesuatu  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan

perkawinan  mereka  dilangsungkan  berdasarkan  hukum  Islam

sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal

63  angka  1  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

perubahan  pertama  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan

mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua dan sesuai dengan maksud

Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  bahwa  gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya

kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  yang  meliputi  tempat

kediaman  Penggugat,  kecuali  apabila  Penggugat  dengan  sengaja

meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  Tergugat  maka

pemeriksaan  gugatan  tersebut  secara  relatif  adalah  kewenangan

Pengadilan Agama Lasusua;
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Menimbang, bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditentukan

Penggugat didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat

tidak pernah datang dipersidangan setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak bersedia

dilanjutkan  sidang  secara  elektronik  sehingga  persidangan  dilanjutkan

dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim

maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun

upaya  perdamaian  tersebut  tidak  berhasil,  dengan  demikian  telah

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat

(1)  R.Bg dan Pasal  2  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,

maka diperiksa  pokok perkara  dalam sidang tertutup  untuk  umum,  hal

tersebut  sesuai  ketentuan Pasal  80 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini,  Majelis  Hakim  telah

berupaya  dengan  sungguh-sungguh  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  agar  mengurungkan  niatnya  bercerai  dan  kembali  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  namun  tidak

berhasil,  karenanya  telah  memenuhi  maksud  dalam  Pasal  154  R.Bg,

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan

gugatan cerai adalah bahwa :
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi

dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;

- Bahwa Tergugat tidak bisa memberi Nafkah secara layak kepada

Penggugat;

- Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap

Penggugat  walaupun  hanya  disebabkan  oleh  persoalan-persoalan

kecil;

- Bahwa  sejak  berpisah  Penggugat  dan  tergugat  kurang  lebih  6

Bulan,  maka  hak  dan  kewajiban  suami  istri  tidak  terlaksana

sebagaimana  mestinya,  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami Terhadap Penggugat;

- Bahwa  dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut,

akibatnya  Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat  dan  tinggal

dirumah  Saudara  Penggugat,  sehingga  telah  terjadi  pisah  tempat

tinggal  selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai  sekarang,  dan

selama  pisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban  sebagaimana  layaknya

suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  tidak

membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan setelah proses Mediasi,  namun karena perkara ini

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

alasan-alasan  perceraiannya  dengan  mengajukan  alat-alat  bukti  yang

cukup  sesuai  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun

1975;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku

Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah

dinazegelen,  sehingga  bukti  tersebut  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa

fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2009, relevan

dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,  maka  bukti  P

sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna

dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

sah,  menikah  pada  tanggal  14  Oktober  2009,  hal  tersebut  sesuai

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dengan  telah  terbuktinya  dalil  Penggugat

tentang  pernikahannya  dengan  Tergugat,  maka  Penggugat  merupakan

pihak  yang  berhak  dalam  perkara  ini  (persona  standi  in  judicio)  dan

gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  beralasan  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu Hariyanti binti Soiman dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa kedua saksi  tersebut adalah orang dewasa

yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

sidang,  keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu

sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat  serta  tidak  ada  halangan  diterimanya  kesaksian  para  saksi

tersebut,  maka kedua saksi  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  dan

materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-

309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti

tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-

fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  14  Oktober  2009  telah

dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

dilaksanakan menurut  Hukum dan sesuai  dengan tuntunan ajaran

Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kab. Kolaka Utara, sebagaimana

tercatat  dalam  Akta  Nikah  Nomor  :  106/12/X/2009  tertanggal  21

Oktober 2009;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup

rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat

Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat  sudah tidak

ada  hubungan  lagi  sebagaimana  layaknya  suami  istri  hingga

keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetap tidak berhasil

damai dan rukun kembali;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi

(onheel  baar tweespalt),  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat telah

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

keluarga/rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan atau keluarga

yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  sebagaimana  disebutkan

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan

al-Quran Surat ar-Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta

diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

semenjak juni 2021 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah

(broken down marriage)  dan hati  mereka tidak mungkin disatukan lagi,

maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut

justru  akan  menimbulkan  kemudharatan  bagi  kedua  belah  pihak,  oleh

karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah

tangga Penggugat dan Tergugat;

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan

untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya

akan  memberikan  penderitaan  batin  baik  bagi  Penggugat  maupun

Tergugat,  serta  dapat  membawa mafsadah yang lebih besar  dari  pada

maslahatnya,  oleh  karena  itu  satu-satunya  jalan  kemaslahatan  bagi

Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal

ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir

halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim

yang artinya sebagai berikut: 

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kemudharatan  lebih  utama daripada  menarik

(mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal

25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri

tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;
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Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa

untuk  hidup bersama sebagai  suami  isteri  akan tetapi  suatu  “mitsaqan

gholidan”,  perjanjian  suci  yang  kuat  yang  untuk  memutuskannya  tidak

boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah

yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah

maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

(vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-

tidaknya  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah

memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan

diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama  Lasusua  adalah  talak  satu  bain  sugra,  maka  sebagaimana

maksud  Pasal  119  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  istri

(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas

suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal  dari  peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Lasusua  pada  hari  rabu  tanggal  9  Februari  2022

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 rajab 1443 Hijriah oleh Achmad N,

S.H.I.,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Akbarudin  AM,  S.H.I.  dan  Miftakul

Khoriyah,  S.H.I.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad N, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp          10.000,00  

J u m l a h : Rp 345.000,00
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(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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